BIODATA

Siti Rakhma Mary Herwati, biasa dipanggil Rahma, lahir di Semarang. 16 Februari
1977. Menyelesaikan S| dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di
tahun 2000 Tahun 2000 juga mulai beraktivitas sebagai volunteer di YLBHI-LBH
Semarang; lalu-beranjak menjadi staf divisi petani, Kepala Internal, Kepala Program,
dan sekarang Direktur LBH Semarang sampai 2011 Pada 2008 juga menjadi pengajar
di Unisbank Semarang untuk mata kuliah Kemahiran Bantuan Hukum. Tahun 2006
pernah mengikuti study visit ke Afrika Selatan mengenai mekanisme penyediaan
bantuan hukum. Menulis beberapa artikel berkaitan dengan issue agraria, lingkungan,
dan bantuan = hukum dan dimuat di- beberapa buku dan buletin, = serta
pembicara/pemakalah dalam beberapa diskusi lokal maupun seminar internasional
dibidang sumber daya alam. Menjadi fasilitator beberapa pendidikan hukum kritis
untuk petani di Jawa Tengah, Buku-buku yang pernah ditulisnya bersama orang lain
adalah' Atas Nama Pendidikan, TerkuburnyarHak-hak Petani Pagilaran Atas Tanah
(2003). Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi (2005), Dominasi dan
Resistensi Pengelolaan ‘Hutan di Jawa-Tengah. (2007), Kenflik Agraria di Jawa
Tengah dan Penyelesaian’ Non Litigasi (2008) Rahma juga menulis dan menjadi
editor buku-buku laporan tahunan dan laporan pelanggaran-HAM vang diterbitkan
LBH Semarang tahun 2005 — 2008 “Selama 2005 — sckarang “lebih banyak fokus
sebagai advokat, membela hak-hak masyarakat marginal dan lingkungan hidup di
peradilan. Diluar aktivitasnya di LBH, Rahma juga menjadi anggota Lingkar
Pembaruan Agraria dan Desa (KARSA) di Yogyakarta, dan Pengurus DPC Peradi
Kota Semarang.



Lampiran 1

Aksi-aksi yang dilakukan warga Jayenggaten

NO | Tanggal Tempat Peserta aksi Materi aksi
1 13 Mei 2005 | Proyek Hotel Gumaya Warga Protes pembangunan
Jayenggaten hotel
2 30 Mei 2005 | Bundaran air mancur, | 50 warga | Protes atas
kantor Gubernur Jawa | Jayenggaten ketidakpedulian Pemkot
Tengah dan PDRD Semarang,
dan menuntut
pembatalan IMB
3 Mei 2005 PN Semarang Warga Kampanye Kasus
Jayenggaten Jayenggaten
4 24 Juni 2005 | KPU Kota Semarang dan | Warga dan | Menuntut  kepedulian
Hotel Gumaya aliansi Calon Walikota dan
Solidaritas Wakil Walikota, dan
Untuk menuntut  pembatalan
Jayenggaten IMB
5 5 Juli 2005 Kantor Walikota | Warga dan | Menuntut  pembatalan
Semarang dan Hotel | aliansi IMB
Gumaya Solidaritas
Untuk
Jayenggaten
6 19 Juli 2005 | Kantor Walikota | Warga dan | Menuntut  kepedulian
Semarang aliansi Walikota dan Wakil
Solidaritas Walikota Terpilih
Untuk
Jayenggaten
7 Agustus 2005 | PTUN Semarang Warga Kampanye Kasus
Jayenggaten Jayenggaten
dan aliansi
Solidaritas
Untuk  Warga
Jayenggaten
8 6  Agustus | Jalan Gajahmada Warga dan | Menuntut IMB dicabut
2005 aliansi
Solidaritas
Untuk
Jayenggaten
9 1 September | Kampung Jayenggaten Warga dan | Kampanye Kasus
2005 aliansi Jayenggaten
Solidaritas
Untuk
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Lampiran Foto-foto Kerusakan Rumah Warga Jayenggaten
Akibat Proyek Gumaya
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Jalan kampung Javenggaten vang dipagar tembok. Sebelah kiri
adalah rumah seorang warga pemilik sertitikat HM yang tak ikut
pindah.
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Rumah HM milik seorang warga. rumah disampingnya
telah dibongkar Hendra usai mediasi



Hotel Gumaya Palace yang dibatasi pagar tembok dengan
kampung Jayenggaten. Foto ini diambil dar kampong
Jayenggaten

Mushola kampung Jayenggaten yang ditutup pagar tembok



Jalan masuk kampung Jayenggaten dan gapura yang ditutup
Pintu besi dan pagar tembok
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Kampung Jayenggaten digusur untuk memperluas areal parkir
Hotel Gumaya




Lampiran Pemberitaan Media Massa

Sabtu, 23 April 2005 | SUARA MERDEKA
ie ""_.Kasus séputarJéyéﬁggaten-Salat Peléjarari;;'f;_'

', = Disinilah komitmen' keberpihakan DPRD Kota.

- —Setelah diterpa sengketa tanah denganpengusaha’
* Semarang kepad® rakyat akan diuj. Dalam kasus:_

ra Sugiharta yang membeli dari ahl waris Tastip-

ien, kini warga Kampung Jayenggaten, Kota
Semarang disibukkan oleh pembangunan Hotel -

Gumaya Palace. Dalam sengketa tanah, sejumlah
warga yang sedang memperjuangkan nasib malah
dijadkan tersangka penguasaan tanah tanpa hak. Di

luarkasus tersaburt, kiniwarga merasatidakdiuwongke -

dan dipermainkan oleh pembangunan hotel. Mereka

telah.mengadukan persoalan itu-kepada Komisi C - -

DPRD Kota Semarang. Menurut warga, pemancan-

gan paku buri di lokasj pembangunan. membuat
a b r. Komisi C menemukanpemba-
ngunan hotel befum dilengkapi dengan Dokumen |

rumahwarga bergeta
Analisis mengeriai Dampak Lingkungan (Amdal)

— Sangatiah memprihatinkan kalau kita tak pemah

mau belajar dari berbagai kasus pembangunan ling-
kungan bisnis yang tidak memperhatikan Amdal.
Banyak penyelesaian ketergangguan masyarakat
secara post factum, setelah peristwanya terjadi, dan
tidak mencoba uhtuk semaksimal mungkin bertindak
preventf, Terdapat persoalan prosedural dibalik kasus
Jayenggaten, yakni Izin Menirikan Bangunan (IMB)
sudahkeluar tetapi Amdal-nya belum. Menunst Kepala
Seksi Penatdan Bangunan dan Kawasan Dinas Tata
Kotadan Permukiman (DTKP) Moch Inwansyah, pemi-

“'f‘__‘,gléhotel melakukan kontrak kefja dengan konsultan

mbuat Amdal, sepengetahuan Bapedalda. Laly

DTKP mengeluarkan IMB berdasar surat Bapedalda
atas adariya konsuittan tersebut. ‘

~-Kesan yang muncul, mekanisme perizinan mudah
dinegosiasi sebelum kelengkapan mutlak dalam
prosedur dipenuhi. Inilah yang kita sebut adanya
+ . kecenderungan untuk menafikan penmikiran-pemikiran
yang bersifat preventf. Baru setelah muncul persoalan,
pfosedur itu kita lhat—adaapadi balikmekanisme itu,
dan seterusnya, Dari sisi kepentingan rakyat, proses-
pfoses semacam ini jelas sangat tidak berpihak. Tidak

sedikit persoalan lingkungan muncul karena langkah

menyiasati yang bersifat coba-coba, Kalau tidak ada
persoalan ya syukur, kalau muncul masalah ya
dinegosiasi ulang dengan melengkapi persyaratan
perizinan. Maka. pemeénangnya pun dapat diduga,
yakni kekuatan pemilik modal, yang terkadang diem-
belembelidengan kepentingan investasi.

.yang transparan bagi semua pihak terait, dan tidak . |

- —Dalam sejumiah kasus sepeftity rakyat seolah-oih

sengketa tanah di Jayenggaten, penyelesaian yang -
- yat akhimya bergulir mumi ke wilayah hukum, dan

warga ke polisi. Bac

- dengan kasus Amdal yang kini dikelubkan warga?

Dengan melihat sepintas kasus ini, salahkah kalau
secara umum dikesankan pelaksanaanhuimrn N

- akses kuat sacara poltis - skonomis ke pusat.pusat
iasaan?Maka sfauh mananantnyaperanDPRD .

akan kita fhat, Menurs kita, kasus ini patit mendapat
peryelesalanuntk fidak teruiang timaa

prioritas perhatian Dewan untukamencari formula

depan. -

- — Pada sisi lain, kasus ini Jelaslru'ang kondusif bagl
kan,

permbangunan ki investasi, karena mengesankan
fidak adanya kepastian hukum, Seyogianya, rakyat -
dak diposisikan di pihak yang menerbitkan gangguan
atau menghambat, karena fakta-fakta itu justry dirasa-
mﬁdesf; warga akibat pke;nbangunm suatu kegiatan
isnis. Seandainya penigkajian mengenai dampak kling-..
kungan itu diakukan secara cermat, tahap ke tahap
secara sabar dengan melibatkan semua stakeholder -

 kota tenitama penduduk sekitar, kita yakin.akan

- muncul solusi-solusi yang dapatmeniadakan dampak’
Sungguh ini pelajarankali kes‘ekian,_bagajrr_‘:ané _

seharusnya kita mer#nuhi prosedur dan

berada diposisi yang hanya bisa merasaian akibat dari. -
- berbagai pengalaman, mestinya permbangunan ikiim
investasi dan pemeliharaan kondusivitasnya mertyer-
takan keterfibatan masyarakatkan se&eu'ah aklif, Dalampros-
es perizinan itu, bukankah masih banyak tejadi, secara
harus ditakukan proaktif, dengan tidak selalu menunggu
adanya pengaduan masyarakat. Apalagi Shya .
sejak awal disadari hotel itu juga diwar-
nai sengketatanah dikampung tersebut Penyelesai
nya harus didorong ke arah yang memberikan pembe-
lajaran bagi kita semua. il ‘ '




Dampak Tanah Warisan Dijual ke Investor
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Lot e 4

unan Hotel Ancam Gusur 50 Keluarga

Semarang, KRIMINAL

Di negeri ini, konsep pembangunan fanpa menggusur
tampaknya hanya ada dalam mimpi. Tidak hanya di kota
metropolis, di kota yang sedang berkembang seperti
Semarang juga okan muncul praktik penggusuran
perumahan warga. Pemukiman warga yang sudah kurang
bih satu abad lamanya di Kempung Jayenggaten Kelurahan
Kembangsari Kec Semarang Tengah terancam diralakan
lengan buldoser, gara-gara kepentingan bisnis. Di atasnya,
menurut rencana okan dibangun hotel berbintang lima,

sndra Sugiharta

ima puluh keluarga dari Kam

pung layenggaten resah den
——jan ancaman penggusuran
1. Mereka dipaksa meninggalkan
wmpuny lersebut dalam hitungan
ari. Semua itu berawal dari klaim
:seorang investor bernama Hen-
ra Sugiharto atas pembelian tanah
i lokasi itu dari ahli ahli waris Tas-
pin. Padahal di lokasi tanah i,
rjak  Tahun 1905, secara turun
murun sekitar 50 kepala keluarga
ienyewa tanah itu kepada Tasripin.
ahkan rumah-rumah di perkam-
angan itu sudah permanen dan
'muanya layak huni seperti pe-
wikiman pada umumnya.

Menurut kelerangan M Soeba-
i, seorang warga, pada 31 Janu-
ri 2005 melalui pengacara Sebas-
an B Soediono dan lsnarwadi SH,
lendra Sugiharto memberikan so-
rasi kepada seluruh penghuni ka-
apung layengeatan. Dalam somasi
ang disampaikan melalut Lurah
embangsari ilu discbutkan, tanah
cluas 4.074 m2 yang terdapat di
Lmpung, l.\yvngg.itcn telah beralih
angan dari ahli waris Tasripin ke-
ada seseorang bernama Hendra
wgiharto, Somasi itu juga menga-
wcam, agar dalam waktu 10 hari
varga  mengosongkan dan meny-
srahkan tanah, bangunan, dan apa
sun yang melekat di atasnya kepa-
1a Hendra Sugiharto.

Selama ini, kata Soebagio, ru-
nah yang ditinggali warga memang
di bangun di atas tanah ‘milik ahli
waris Tasripin, seorang tuan tanah
kaya Semarang pada masa lalu. Se-
cara turun temurun sejak tahun
1905, rumah itu telah mereka ting-
gali. “Meski status tanahnya adalah
menyewa, beban PBB dan biaya
pembangunan rumah sejak dulu
ditanggung warga sendiri,” katanya.

Dalam status yang tidak jelas
itu, pada Tahun 1996, warga berni-
at membeli lahan milik ahli waris
keluarga Tasripin yang mereka ting-

gali. Sayangnya, keinginan warga
itu tidak pernah mendapat tangga-
pan serius dari keluarga bekas fuan
lanah orang terkaya di Semarang itu.
“Saat i, kami pernah diundang
untuk pertemuan. Intinya, mereka
akan memberi vang kembali (api
ticak menjual. Kami bilang itu pem-
erasan. Sejak itu, setiap ada perte-
muan, warga tidak diundang,” tan-
dasnya.

Anehnya, masih menurul Soe-
bagie, setelah tidak acla kabar, paca
Desember 2004, Lurah Kembang-
sari Ali Sofyan memberi lahu warga
kalau seluruh tanah di Jayengpaten
suclah dijual kepada investor. Saat
mereka mengecek ke Badan Per-
tanahan Nasional (BPN) Kota Sema-
rang, didapatkan data bahwa serti-
filat tanah itu sudal beralih tangan.
GANTIRUGI

Dengan kondisi demikian, war-
ga menolak proses pengalihan sta-
tus tanah tersebul karena dilakukan
tanpa sepengetahuan mereka. Un-
tuk itu, mereka bersikukuh akan
tetap bertahan di wilayah yang mere-
ka tinggali tersebut. Mereka men-
yampaikan pernyataan sikapnya
dengan memasang spanduk bertu-
liskan *Tolak penggusuran ter-
hadap 50 KK warga layeng-
paten untuk pembangunan
hotel dan sentra bisnis”,
“Brantas Maiia Tanah", "Uji
Nyali Hati Nurani Pemkot
Mendukung Warga”, Inilah
Saatnya Pemkol Mendukung
Warga Jayengpaten”.

“Sehenarnya kami tidak
mau lerhibat soal pemban-
gunan hotel i, Yang kami
sesalkan dalam proses jual-
beli tanah it kami kok lidak
dilibatkan. Padahal sejak
lama, kami juga berniat untuk
membeli tanalyitu, Semuanya
bisa dimusyawarahkan apabi-
la ada warga yang tidak mam-
pu untuk membeli tanah. Tapi
‘warga sudah berniat untuk mem-
beli tanah itu, Kok ujug-ujug {liba-
tiba, Red) dijual ke investor,” paparf-
ya.

Dijito

Hal itu dibenarkan Direktur
LBH Semarang AsepXYunan Firdaus.
Dalam pandangannya, warga sebe-
narnya berhak membeli tanah un-
twk menyertifikatkan tanah yang
mereka tempati. Berdasarkan run-
dang-undang yang berlaku, orang
yang suclah 20 tahun berturut-turut
menghuni suatu lahan mestinya
mendapatkan prioritas untuk men-
gajukan hak milik (HM). “Namun
kenyalaannya, tanpa sepenge-
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tahuan mereka lahan dialihnama-
kan ke pemilik baru. LBH pernah
mendesak BPN supaya proses ba-
lik nama il ditangguhkan, tapi lidlak
ditangpapi. Pimpinan BPN menjga-
takan takut di-PTUN-kan Hendra,”
tukasnya.

Dalam Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL) Kola Sema-
rang, imbuhnya, kawasan Gajah-
mada diketahui masuk dalam ka- .
wasan bisnis. Namun, ketentuan
Pemkol ilu selamg ini baru bersifat
sepihak karena warga sckitar jalan
besar itu lidak pernah diberi sosial-
isasi atau dilibatkan dalam pembua-
tan peraturan kola.

Selama ini, warga mengaku te-
lah mengajukan masalahnya ke
Pemkot namun tidak ada tangga-
pan. Hubungan denpgan Hendra
Sugiarto sendiri berlangsung tanpa
tatap muka. Dalam negosiasi yang

pernah terjadi, Subagio pernah ber-
sitegang denpan Hendra melalui
telepon. Pengusaha itu mematok
harga ganti tanah Rp 300.000/
meler. “Tapi karena kami tidak mau,
dia menpatakan, kalau tidak mau
segitu, ya sudah kita sediakan Rp 1
miliar saja untuk bayar pengacara,”
imbuhnya menirukan ucapan Hen-
dra. Hendra Sugiharto ketika dite-
mui KRIMINAL di kantornya Ko-
mpleks Gajah Mada Building, 5e-
nin (21/2), melalui stafnya mengaku
sedang sibuk dan tidak bisa digang-
gu. Sementara Sebastian D Soedi-
ono SH, pengacara Hendra Sugi-

THI 50 KK WARGA JAVENGGATF!

UHTUK pEMBAHGUHAH WOTEL
DAN SEWTRA dISHIS
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harte yang dihubungi lewat telepon
penggamnya berjanji akan mem-
berikan keterangan. Namun ketika
dihubungi lagi, tidak ada jawaban
dari HP-nya.

Dalam sebuah koran lokal, Se-
bastian menegaskan, kliennya telah
membeli tanah'seluas 4.074 m2 di
Kampung layenggaten seharga Rp
900 juta. Akta jual beli ditandatan-
gani Hendra Sugiharto bersama
enam orang ahli waris keluarga Tas-
ripin (seorang di antaranya Tasle-
man) pada 27 Desember 2004 di
hadapan notaris PPAT Djoni Djo-
han yang beralamat di Jalan Erlang-
ga Semarang.

. Suripah, salah seorang ahli
waris Tasripin juga mengaku telah
menjual tanah milik mereka di Ka-
mpung Jayengpaten itu kepada
Hendra Sugihario. Dengan demiki-
an, pihaknya telah melepaskan hak

kepemilikan tanah tersebut. Meski
demikian, Suripah enggan berko-
mentar terlampau banyak men-
genai persoalan itu.

Dalam akta jual beli No 209/
2004 it disebutkan, segala ban-
gunan maupun tanaman serta seg-
ala sesuatu yang tumbuh dan me-
lekat di atasnya, baik yang sekarang
ada atau akan diadakan pada masa
kemudian menjadi hak Hendra
Sugiharto. Dengan demikian, kata
Sebastian, bangunan rumah dan
tamaman warga secara olomatis te-
lah menjadi hak milik sah kliennya
tersebut.

Dia juga membenarkan kalau
pihaknya telah mengajukan sama-
< (teguran hukum) kepada warda
vang menempali tanah Kampung
jayenggaten. Menurutnya, warga
liclak punya hak sama sekali, schab
sejak 1996, mereka tidak pernah
lagi membayar uang sewa tanah
kepada ahli waris Tasripin. “Jach
warga tidak perlu tahu mengenai
jual beli tanah ini,” katanya.

Sejak 1996, Hendra sudah
melakukan ikatan jual beli tanah
Jayenggaten dengan ahli waris Tas-
ripin, Sejak itu pula pihaknya telah
memberi tahu warga mengenai ren-
cana alih tangan lanah tersebut. Na-
mun menurutnya, warga sealah
lidak.mau tahu. Hendra pun sudah
beriktikat baik dengan memboen
Lawaran uang pindah kepada war-
ga yang besarnya Rp 300.000/m..
“Perlu dicatat, uang itu bukan ganti
rugi, lapi semacam lali asih sayo
untuk warga,” ujar Sehastian sam-
buil menambahkan kalau pihaxn
ya masih membuka ruang dialon
cengan warga untuk l‘ﬁunyelux.\lkm
persoalan tersebut,

KEABSAHAN

Menurul Soebagio, hak kepe-
nitikan hangunan yang berdiri
atas tanah Kampung Jayengpat
memang milik Ahli waris Tast ;
Mamun Tasripien hanya punya hak
atas tanah saja, sedangkan rumah
dibangun dengan biaya warta
sendiri, Kok bisa-bisanya Flendra
mienpgklaim ramah-rumah kanu e
Laly menjadi milik mereka berdasar-
kan akta jual beli tersebut. Kanu
membangun rumah dengan kerin-
pat sendiri, masak dengan mudah-
nya diambil alih,” kata Soebagio

Semenlara itu, Pemkol Sema-
rang menyatakan akan memfasili-
lasi penyelesaian sengketa pengua-
saan tanah yang mengancam peng-
gusuran 50 warga.

Kepala Kantor Infakom Drs Ulf
imran Basuki HS mengatakan
Pemkot ingin menyelaraskan ke-
pentingan yang melibatkan sesama
rakyat maka Pemkol berusaha
memfasilitasi penyelesaian. " Tujua-
nnya mendapatkan solusi terbaik
tidak merugikan salah satu pibal
kata dia, Senin (12/2). kir/pol

il
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TETAP DILANJUTKAN: Meski befum dn'm gkapi
- Palacé Horel tetap dilanjutkan. Unruk mengurangi ge

dzlakukan dengan metode, baru penemqukan ( 64)

: bgmarang 1
Pamb}mgunan pr

BALATKOTA- Pcngas'mgan tiang pancang"

Hotel Gumaya kembaliimeresahkan warga
| Jayenggaten dan’Batermvian Besar. Kedua kam-,
| pungitu berbatasanlangsting dengan lokasi totel. -
! Kampung Jayenggaten:persis‘di sebelah selatan,
semeritara Kampung Batérman Besar- langsung
berbatasan di sebelah barat lokasi proyek.
Se;umlah wargd mezggak‘u pemasangan paku

B

“Lmdal pmve; p(J}nbungunan Gumaya
'ramn pema.sangan pelar petanahwt tanah

bumi, mengalubatkan lan“:‘ rurnah dan perabot
W

mmmtanggabergetar gaj gamangeluhkan'
~debu yang b et bangart dan- sugr i
pem(manganpancang ebuit,

Kireha merasa terganggu, warga Kampung -

Jayenggaten dan Batérmar Besar, Senin (25/4),

kembalL rengadu Kepada W

ixKota; Warga

meminta pembangunan dikentikan untik serfien-
tara waktu. Mereka memmm Pc,mlxot mem-

men anahsm men

(Amdal)

bekukan Azin Mehd
| Graha

an Bangunan (IMB) PT
ik disertai dofey-
genai dampak lmgkungan

Haris; Ketua RT RW1 Kampun 16} ayenggat-"

en ‘Kelurahan;Kembangst

‘menyatakan-sekitar -

50 warga yang tingial di wilayahnya kebératan
dengan pembangunan Hotel Gumaya, Menurut
dia, warganya rnengeluh saklt kepala dah batuk-
" batuk, Pembangunan hotel it tidak hanya

; menyebabkan

“debu heferbarfgan dan

rickakkdn tehnga. tetapi Jjiiga mengganggu -

ologl warga,

"Kalau pembangunan diren-

canakan berjaian ‘sélama dua’ fahun"warga bisa

bludrek ujarnya.

" Warga'lain, Azizah meﬁga.ku ndak bisa udu.r -
karena terganggu suara pancang yang dlpukul-

puikul ke tanah.

(Bersqmmi}ng-;&gm 23'@12)




(sambungan him 17)

Pemasangan pancang, kata Azizah mengaki-
batkan getaran hebat hingga menyerupai
gempa. “Kami tak bisa beristirahat dengan
tenang,” tuturnya. ‘

Sekitar 27 warga Kampung Baterman Besar
yang juga berbatasan langsung dengan lokasi
hotel mengeluhkan hal serupa, Ketua RT 4 RW
2 Baterman Besar, Sudarno. mengatakan

getaran dapat dirasakan hingga radius 50 meter.

Getaranakibat pemasangan pancangtubebera- . dalam pengajuan Izin Gangguan (HO), Selain
‘pakaca jendelaretak. ~witu; teknik pemasangan pancang tidak diatur

Menanggapi keberatan warga, Penjabat Wali - - dalami prosédur IMB. 4 PR
Kota Drs Saman Kadarisman mengungkapkan - Pernyataan itu berkebalikan dengan pendap-
IMB yang diberikan kepada PT Gumaya Graha'~ at Kepala Seksi Penataan Bangunan dan
Mulia bersifat final. Izinitu diberikan 13 Januari * Kawasdn Dinas Tata Kota dan Permukiman
2005, di atas tanah HGB scluas 4,956 m? atas “(DTKP), Moh Irwansyah ST MT pada saat
nama Hendra Sugiarto. 1.7 . menanggapi pengaduan warga ke Komisi C

Menurut Wali Kota, PerdaNo 12 tahun 2000 ** DPRD, Senin( 18/} latu. Dalam pengaduanitu,
tentang Bangunan tidak mensyaratkan adanya - Irwinsyah menyatakan pelaksana proyek -
Amdal sebagai salah satu dokumen yang harus _ seharusnya memasang pancang dengan metode

disertakan‘dalam proses pengurusan IMB, " §uguk (pressure), pukan dipalu (stemmer).

Dokumen Amdal, kata dia akan disertakan - seperti yang dikeluhkan warga. (H5,H6-64) .




SUARA MERDEKA -.J Jumat, 24 Juni 2005

Gugatan Warga Jayeng gaten Didaftarkan ®

SEMARANG Warga Ja-
yenggateri yang diwakili kuasa
hukum Hendro Agung Wibowo
SH dan Siti Rakhma Mary Her-

wati SH dari LBH Semarang,_

kemarin mendaftarkan gugatan-
nya ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Semarang Gu-
gatan itu diterima panitera muda
perkara Bambang Soetopo SH
dan paritera Sekretaris Sima Si-

tépu SH. Siti menjelaskan gugat- -

an atas nama M Soebagio, Cahyo
Lukmonp dan Haris Gunawan
ituterdaftar dengan No 17/G/tun/
2005/PTUN SMG.

Dalam gugatannya, mereka
meminta hakim membatalkan
keputusan SK IMB 640/54/2005
tentang Izin Mendirikan Ba-
ngunan (IMB) Hotel Gumaya
Palace. "’Déngan segala akibat
hukumnya, kami menuntut maje-

lis untuk-menyatakan IMB yang
dikeluarkan tergugat Wali Kota
Semarang 2000-2005 Sukawi
Sutarip pada 26 Januari 2005

fidak sah, " imbuh dia,

Menurut Hendro dan Siti, SK
IMB itu harus ditangguhkan
sampai ada putusan pengadilan,
Kepada Suara Merdeka, Siti
menjelaskan undang-undang
yang dilanggar, antara lain UU
No 28 tahun 2002 tentang ha-
ngunan, UU No 23 tahun 1997

-, dan PP No 27 tahun 1999 menge-

nai Afialisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL). Seperti
yang pernah diberitakan Suara
Merdekd, pembangunan Hotel
Gumaya Palace vang berjarak 0
meter dari dacrah Jayenggaten

tidak memiliki AMDAL, méski:
sudah ber-IMB., *'Padahal syarat

untuk mengeluarkan IMB harus

ol ; SMAda N’
SERAHKAN GUGATAN Kuasa hukum warga Jayenggaten

Hendro Agung Wibowo SH dan Siti Rakhmia Mary Herwati SH
(kiri) menyerahkan gugatan warga atas Wali Kora Semarang
2000-2005 ke PTUN Semarang yang diterima pamtera muda_

perkam Bambang Soetopo SH. (33)

L vangmembelanya." ] i
Ketua Prajd Sudir Santoso

mcrru]ikl AMDAL,” katanya.

“Selain keblsmgan, darmpak lain

yang ditimbulkan akibat pemba-

ngunan hotel itu, yakni retaknya

tembokbangunanmﬂlkwarga
Dukungan Mengalir '~

Di tempat terpisah, sejumlah
elernen mahasiswa, ormas, par-
tai, dan organisasi profesi me-
nyatakari mermberi dukungan ke-
pada’
ka antara lain, Liga Mahasiswa
Nasional Demokrat (LMND),

Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Kota, Késatuan Aksi Mahasiswa:

Muslim Indonesia (KAMMI)
Daerah Semarang, dan Persatuar
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jawa Tengah (Praja).

“Menurut mereka, warga Ja-

warga Jayenggaten. Mere-

yenggaten tengah mengalami te-

Sementara Pemkot,

’kanan hebat (erkait sengketa de- .
.ngan pihak Gumaya Palace
j Hotel. . ,
DPRD Kota dan Gubernur, tidak

lagi dapat diharapkan untuk
membantu..”’ Kalau bukan kami, -

siapa lagl yang akan.mendu-

kung,” kataaknylsLNIND Sunu
Pajar, kemarin, :
[a mengaku telah menya

paikan hal itu kepada warga, dan’
mendapat sambutan: positif.
Dukungan serupa diungkapkan ; .-
Ketua KAMMI Daerah - Senia-' .,

rang Asep Teguh Firmansyah, -

Menurut dia, KAMMI senanti-

asa berada di belakang masyara Fi

kat kecil yang tertiridas. '’
Jayenggaten selanigini di
Hotel Gurhaya, niermn tid

bahkan siap menjadi mediator
penyelesaian dittara warga de-
ngan Hendra Sug1harto R

Gugatan

(Sambungan him 17)

B SR .41 A

"’Penyelesaian terbaik kasus Jayenggaten
melalui jalur nonlitigasi. Dalam kondisi seperti

: sekarang, saya pesimistis; penyelesaian hukum
- bisa nienyelesaikan persoalan sécaraadil.””
Juru bicara warga Jayenggaten M Soebagio
menyambut baik dukungan yang diberikan
sejumlah elemen mahasiswa tersebut. Di te-
ngah kebuntuan dan keputusasaan yang mere-
ka alami, ternyata masih ada yang peduli. Un-
tuk itu, dia mengucapkan terima kasih. Warga
berharap dukungan itu akan membuahkan per-

© ubahan yang tidak terduga.
*’Selain dari para mahasiswa, ka.rm juga
menerima dukungan dari seJum]ah ormas. Me-

mang, sejauh ini belum ada langkah konkret,

namun mudah-mudahan dalam waktu dekat
kami bisa berhubungan lebih intensif,”’ kata
o dia. (H11,H6-33)

wid
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